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ABSTRAK 

 

Sebagaimana kita tahu pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang 
paling besar. Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya 
pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat. Salah satu penerimaan pajak yang terbesar didapat dari penghasilan 
badan. Di Indonesia sendiri saat ini masih menggunakan sistem pemungutan 
secara self-assessment atau dengan kata lain WP diberikan hak untuk mengitung 
dan melaporkan sendiri  besarnya pajak yang dibayarkan. Karena itu penting 
bagi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk mengetahui kebenaran atas SPT 
(Surat Pemberitahuan) yang dilaporkan. Kebenaran atas SPT yang disampaikan 
hanya dapat dibuktikan dengan adanya pemeriksaan atau audit atas pajak. 

Pemeriksaan pajak menjadi aktivitas yang penting yang harus dilakukan 
untuk mengetahui bahwa SPT yang dilaporkan WP benar. Pemeriksaan pajak 
sendiri dilaksanakan oleh pemeriksa pajak atau yang biasa disebut pejabat 
fungsional pemeriksa pajak. Oleh karena itu pemeriksa pajak mempunyai peran 
yang sangat besar dalam membuktikan kebenaran SPT. Tentunya dalam 
menjalankan tugasnya pemeriksa pajak harus sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

Bertolak dari uraian di atas, penulis membahas mengenai peranan 
pemeriksa pajak atas kebenaran perhitungan SPT yang dilaporkan oleh WP, 
bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak dan apakah pemeriksa pajak berperan 
atas kebanran perhitungan SPT tahunan pajak badan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Penulis melakukan penelitian pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. 
 Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Penulis mencoba untuk 
menyusun, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan fakta sehingga 
dapat menghasilkan suatu hipotesis yaitu “Pemeriksa pajak berperan atas 
kebenaran perhitungan SPT tahunan pajak badan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.” 
 Atas dasar data yang berhasil dikumpulkan, penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan perpajakan dan hasil jawaban kuesioner sebesar 
98% menyatakan bahwa pemeriksa pajak berperan atas kebenaran perhitungan 
SPT tahunan pajak badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Ini berarti pemeriksa pajak pada KPP Pratama Bandung Karees 
mempunyai peranan yang sangat penting atas kebenaran perhitungan SPT 
tahunan pajak badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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